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ABSTRAK 

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi dan Hukum. 

Dalam  konsep negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di 

tangan rakyat. Pemilu merupakan wujud implementasi dari kedaulatan rakyat dimana rakyat 

dapat bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.  Salah satu wujud 

kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi  bagi seluruh rakyat adalah Pemilihan 

Umum Kepala daerah (Pemilukada) dengan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pada tanggal 26 April 2013, di Kabupaten 

Temanggung telah melaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih Bupati dan 

Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan pemilukada ini dirasakan tidak selalu berjalan sesuai apa 

yang telah diharapkan, cenderung menimbulkan problematika dalam masyarakat. Pemilukada 

sebagai salah satu perwujudan demokrasi dalam Pemerintah Daerah, seyogyanya juga 

semakin mencerminkan proses kematangan demokrasi. Namun demikian, implementasi di 

lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilukada. Di sini 

pentingnya dilakukan pengawasan Pemilukada agar proses sejalan dengan cita dan tujuan 

Undang-Undang. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini dilakukan 

atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain, dan melakukan 

penelitian lapangan terkait tugas dan kewenangan Panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan 

Pemilukada Kabupaten Temanggung tahun 2013. Peraturan-peraturan tertulis adalah sebagai 

dasar untuk meneliti apakah pelaksanaan pengawasan oleh Panwaslu kabupaten Temanggung 

telah sesuai atau belum dengan peraturan. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum 

sekunder berupa buku, karya ilmiyah, atau yang berhubungan dengan objek penelitian 

seperti: jurnal, koran, karya tulis ilmiyah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan 

dengan persoalan penyusunan skripsi ini. Bahan hukum tersier berupa hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian data yang 

telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Panwaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya, panwaslu 

Kabupaten Temanggung mengalami beberapa hambatan, di antaranya adalah Panwaslu dalam 

peraturan perundang-undangan hanya mempunyai kewenangan untuk rekomendasi, tidak 

untuk menjalankan eksekusi langsung. Panwaslu sebagai pengawas langsung di lapangan, 

seyogyanya memiliki kewenangan untuk mengeksekusi langsung agar ketika ada pelanggaran 

dapat langsung ditindaklanjuti. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan panwaslu 

kurangnya kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU bersama Panwaslu 

adalah sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya dapat bekerja sama untuk 

mensukeskan pemilukada yang demokratis, kurangnya keterbukaan KPU kepada Panwaslu 

Kabupaten Temangggung dapat menghambat kelancaran dalam proses pengawasan. Masih 

kurangnya jumlah anggota Panwaslu di daerah akan mengakibatkan sulitnya anggota 

Panwaslu untuk mengakses pelaksanaan pengawasan di lapangan. 
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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S. Asy- Syarh: 5) 

 

“Sesungguhnya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan jauh lebih banyak dari waktu 

yang tersedia” 

(Imam Hassan Al Banna) 

 

“Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa 

berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain” 

(Michel De Montaigne) 

 

“Dengan latihan dapat mengasah kemampuan, 

Dengan berbagi dapat mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial” 

(Penyusun) 

 

“Sesungguhnya yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah, karena Allah SWT 

memilih tempat dan jalan yang terbaik untuk kita” 

(Penyusun) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan 

pada demokrasi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia dijelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (2) ini 

merupakan  suatu dasar konsep negara demokrasi dimana kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Prinsip dasar 

kehidupan bernegara yang demokrasi adalah setiap warga negara 

berhak aktif dalam proses politik.
1
  Rakyatlah yang mempunyai 

kewenangan  dalam menentukan kebijakan umum yang dikeluarkan 

untuk kesejahteraan mereka sendiri. Negara demokrasi ini secara 

simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat. 

Wujud implementasi demokrasi di negara ini juga disebutkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 

28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat  dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh 

                                                           
1
 Dahlan Thaib dan Ni‟matul Huda (ed),  Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam 

Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta:  UII Press, 1992),  hlm.13. 
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masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh 

sebab itu,  rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan 

mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti 

kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut 

antara lain melalui pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilu mutlak 

diperlukan oleh negara yang menganut paham Demokrasi.
2
 

 Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
 Seiring dengan perjalanan 

sejarah dan perkembangan zaman di Indonesia khususnya dalam hal 

pemilu telah mengalami beberapa perubahan dengan pelaksanaan 

pemilu sebanyak 9 (sembilan) kali. Dalam menilai pemilu di masa 

Reformasi bertolak belakang dengan masa Orde Baru. 

Pada masa Orde Baru, enam kali pemilu diselenggarakan dengan 

Undang-Undang pemilu yang memiliki karakter cenderung konservatif 

atau ortodoks, karena UU tersebut memberi jalan kepada pemerintah 

untuk menempatkan orang-orangnya di lembaga perwakilan atau 

                                                           
2
 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,  2010),  hlm. 

61. 

 
3
 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 merupakan perubahan dari UU No. 55  Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pemilu 
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permusyawaratan melalui pengangkatan dan organisasi penyelenggara 

pemilu lebih didominasi oleh pemerintah.
4
 Dalam sisi penyelenggara 

pemilu, baik panitia maupun dalam Pengawas Panitia Pemilu, tidak 

mengubah sifat penyelenggara yang tidak mandiri dan tidak tetap, 

karena penyelenggara adalah pejabat pemerintah dan peserta pemilu, 

yang akan dibubarkan setelah pelaksanaan pemilu.
5
 Pada zaman 

Reformasi, untuk menjamin terlaksananya demokrasi dalam proses 

pemilu, pada tahun 1998 dilakukan Sidang Istimewa MPR, salah satu 

hasil Sidang Istimewa MPR adalah Ketetapan MPR Nomor 

X/MPR/1998 menetapkan ketentuan sebagai berikut: 
6
 

1. Panitia penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara 

pemilu yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-

partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang 

bertanggung jawab kepada presiden. 

2. Penyelenggaraan Pemilu pada hari libur atau hari yang 

dinyatakan libur. 

3. Pengawas pemilu dilaksanakan oleh sebuah badan pengawas 

yang mandiri. Lembaga-lembaga independen yang tumbuh 

atas inisiatif masyarakat dapat melakukan pemantauan. 

                                                           
4
 Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2011), hlm.74. 

 
5
 Janedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2013), hlm. 119. 

 
6
Ibid, hlm. 123. 
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Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menggambarkan 

demokrasi bagi seluruh rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan 

kepala daerah dengan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, 

mengingat pada zaman Orde Baru belum menampilkan adanya 

demokrasi dalam hal pemilihan kepala daerah karena saat itu kepala 

daerah dipilih langsung oleh DPRD secara bersamaan.
7
  

Prinsip dalam pelaksanaan kepala daerah secara langsung adalah  

berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8
 

Dan untuk landasan konstitusonal pelaksanaan kepala daerah secara 

langsung yaitu:  

a. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 perubahan 

ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Undang-Undang  No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 

Daerah perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Jo Peraturan 

Pemerintah  No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah.  

d. Peraturan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. 

                                                           
7
 Pasal 34 ayat (1)  Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

 
8
 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
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e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilihan 

Umum Kepala Daerah. 

Dalam pelaksanaan pemilu tahun 1999 dibentuk panitia pengawas 

dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Panitia pengawas 

memiliki peran yang lebih jelas jika dibanding dengan panitia pengawas 

pada masa Orde Baru.
9
 Pantia pengawas pemilu dibentuk oleh badan 

pengawas pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, bawaslu 

membentuk panitia pengawas  pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan 

kota.
10

  Kewajiban panitia pengawas adalah: 

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu; 

b. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam 

penyelenggaraan pemilu; 

c. Menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak 

dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak 

hukum.
11

 

Dalam pelaksanaan pemilukada ini dirasakan tidak selalu berjalan 

sesuai apa yang telah diharapkan, cenderung menimbulkan beberapa 

problematika dalam masyarakat, seperti dalam pelaksanaan pemilukada 

                                                           
9
 Pada zaman Orde Baru sifat penyelenggara tidak mandiri dan tidak tetap, karena 

penyelenggara adalah pejabat pemerintah dan peserta pemilu, yang akan dibubarkan setelah 

pelaksaanaan pemilu. 

 
10

 Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilu. 

 
11

 Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 
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di Kabupaten Temanggung tahun 2013.  Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Erwin menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilukada pada 

tanggal 26 April 2013 telah dilaksanakan  sesuai dengan amanat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 

Tahun 2005 bahwa kepala daerah dipilih secara langsung dan 

demokratis. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa 

pelanggaran yang terjadi di lapangan menjelang Pemilukada.
12

 

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan 

demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogyannya juga semakin 

mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, 

implementasi dilapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang 

merusak citra pemilukada itu sendiri. Berdasarkan hasil pra penelitian 

pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 di kantor  Panwaslu 

Kabupaten Temanggung, dalam catatan laporan pelanggaran 
13

 terdapat 

beberapa pelanggaran, menurut Bapak Very salah satu anggota 

Panwaslu Kabupaten Temanggung mengemukakan bahwa pelanggaran 

yang terjadi adalah jenis pelanggaran Administrasi,
14

 yang tercatat 

antara lain seperti, pemasangan Baleho di dinding dan pohon rumah 

warga dengan tanpa ijin pemilik, anggota PPS aktif dalam partai dan 

                                                           
12

 Hasil Pra Penelitian wawancara dengan Ibu Erwin salah satu anggota Panwaslu 

Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 November 2013. 

 
13

 Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan /  atau tulisan 

oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau pemilu, maupun pasangan calon dan/ atau tim 

kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilukada. 

 
14

 Pelanggaraan Administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU pemilu yang 

bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu, maupun terhadap ketentuan lain yang diatur dalam 

peraturan KPU.  
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menjadi Tim Sukses pada salah satu pasangan calon Kepala dan Wakil 

Kepala Daerah, memfoto copy E-KTP milik warga yang sebelum 

dibagikan kepada warga untuk diserahkan kepada Tim Sukses Calon 

Perseorangan, Kepala Desa menjadi Tim Sukses pada salah satu 

anggota calon pasangan, salah satu anggota PNS yang ikut dalam rapat 

yang melibatkan pasangan calon, dan lain-lain.
15

  

Dari beberapa beberapa tempat penyelenggaraan pemilukada di 

beberapa wilayah kabupaten temanggung telah terjadi berbagai indikasi 

pelanggaran yang terjadi baik sebelum pemilihan, saat pemilihan 

maupun setelah pemilihan Bupati dan wakil bupati, bisa diartikan 

bahwa tindakan bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 

2011 tentang penyelenggaraan pemilu cukuplah banyak. Maka untuk 

meminimalisir tindakan kecurangan, pelaksanaan di tingkat kecamatan 

dan daerah harus diperketat dalam pengontrolan dan pengawasannya. 

Meskipun UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu 

sudah mengakomodir keberadaan lembaga pengawas yang independen, 

namun ternyata pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung tahun 

2013 bukan tanpa masalah sama sekali, ini dapat dikatakan bahwa 

pemilukada di Kabupaten Temanggung belum bisa bersih dan masih 

ada indikasi berupa pelanggaran dan kecurangan yang melanggar UU 

No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilukada. 

                                                           
15

 Diambil dari Data laporan pelanggaran Pemilukada Tahun 2013 di Panwaslu 

Kabupaten Temanggung. 
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Dari latar belakang masalah dan beberapa pelanggaran yang 

terjadi diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih 

dalam tentang “PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN 

UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU TAHUN 2013.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka masalah yang menarik untuk 

dikaji adalah apakah pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia 

Pengawas Pemilu tahun 2013 telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan dengan 

implimentasi atau praktik penyelenggara pemilu atau sejauh mana 

aturan itu dapat terlaksanaa belum.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

sekaligus menambah jumlah penelitian empiris di bidang 
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Hukum Tata Negara, terutama terkait Panwaslu dalam 

pelaksanaan pengawasan pemilukada. 

b. Secara Praktis 

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain 

yang akan mengkaji secara lebih mendalam tentang Panwaslu 

dalam pelaksanaan pemilukada. Penelitian ini juga dapat 

menjadi masukan untuk pemerintah agar dapat 

terselenggaranya Pemilukada yang demokratis dan 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap hasil penelitian 

yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelusuran 

terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait 

dengan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala daerah dan 

wakil kepala daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panwaslu tahun 

2013, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Nina Mustika Sari, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak 

Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2011.”
16

 Menjelaskan pada intinya bahwa Panwaslu 

dalam menjalankan peran pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada 

                                                           
16

 Nina Mustika Sari, “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap 

Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2011,”  Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014). 
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sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelengara Pemilihan Umum, dimaksud untuk melindungi 

hak-hak politik warga negara juga tercantum di dalamnya bahwa 

Panwas ikut serta mengawasi pemutahiran daftar pemilih untuk 

menjunjung tinggi keadilan yang menurut Pancasila keadilan itu 

meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi dan kultural. Serta 

asas demokratis yang meliputi, asas hak-hak politik, asas mayoritas, 

asas perwakilan, asas pertanggungjawaban, asas publik. Dengan 

demikian  pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan 

wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak 

politik warga. Serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. Dari 

skripsi tersebut penyusun menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan, 

yakni peneltian ini  menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007  

tentang Penyelenggara Pemilu sebagai landasan dalam menganalisa 

dan peneliti lebih fokus pada bagaimana peran panwaslu terhadap hak 

politik masyarakat dalam Pemilukada tahun 2011 di Kabupaten Kulon 

Progo, sedangkan penyusun menggunakan Undang-Undang No. 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai landasan untuk 

menganalisa dan fokus yang akan diteliti adalah  apakah implementasi 
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UU tersebut sudah terlaksana oleh Panitia Pengawas Pemilu dalam 

pengawasan pelanggaran. 

Rizal Noor Muttaqien, dalam skripsinya yang berjudul “Peran dan 

Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota 

Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil 

walikota Kota Yogyakarta Tahun 2011.”
17

 Menjelaskan bahwa 

penelitian ini dilatarbelakangi karena melihat mekanisme pemilihan 

pada pemilihan umum kepala daerah kota Yogyakarta, yang masih 

terdapat banyak pelanggaran yang teradi dalam proses pemilihan yang 

tidak tersentuh langsung dalam tahap penyelesaiannya. Terutama 

pelanggaran yang kaitannya dalam pemilihan walikota dan wakil 

walikota di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Penyelenggara 

Pemilu sebagai landasan untuk menganalisanya. Sedangkan penyusun 

menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilu  sebagai teori dalam menganalisa hal tersebut 

sehingga akan menghasilkan penemuan penelitian yang berbeda. 

Indra Prastika Aryani, dalam skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 

Oleh Panwaslu Kabupaten Temanggung Menurut Undang-Undang No. 

                                                           
17

 Rizal Nor Muttaqien, “Peran dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Yogyakarta Tahun 2011,” Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012). 
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22 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu.”
18

 

Menjelaskan  bahwa tujuan diadakannya pengawasan pemilihan umum 

legislatif adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota 

DPR, DPD dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-

undangan mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara 

menyeluruh. Lembaga pengawas pemilu memiliki peranan  yang 

strategis dalam memikul tanggung jawab pengawasan dari semua 

proses tahapan pemilu dan hasil pengawasan telah diatur dalam UU 

No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Dalam penelitian 

ini menitikberatkan pada keterkaitan antara Undang-Undang yang 

digunakan sebagai pegangan dalam menjalankan pengawasan dengan 

lembaga pengawas pemilu sebagai pelaksana yang menjalankan 

Undang-Undang tersebut. 

Satya Adhi Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudul “Peran 

Panwaslu Dalam Melakukan Investigasi Atas Pelaggaran Pemilihan 

Umum 2009 di Kota Yogyakarta.”
19

  Menjelaskan bahwa penulisan 

tersebut bertujuan untuk mengetahui peran Panwaslu Kota Yogyakarta 

dalam melakukan Investigasi pelanggaran Pemilu 2009 di Kota 

Yogyakarta dan kendala yang dihadapi Panwaslu Kota Yogyakarta 

                                                           
18

 Indra Prastika aryani, “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 

2009 Oleh Panwaslu di Kabupaten Temanggung Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 

Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu,” Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 

2009). 
19

 Satya Adhi Kurniawan, “Peran Panwaslu Dalam Melakukan Investigasi Atas 

Pelanggaran Pemilihan Umum 2009 di Kota Yogyakarta”, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, 2010). 
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dalam melakukan Investigasi pelanggaran Pemilu 2009 di Kota 

Yogyakarta pengaturan kelembagaan menurut peraturan Daerah No. 

12 tahun 2003, kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut 

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 dan penataan Kelembagaan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Penelitian ini 

lebih menitik beratkan pada peran panwaslu kota Yogyakarta dalam 

melakukan investigasi pelanggaran Pemilu tahun 2009 di kota 

Yogyakarta ditinjau dari Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Raais Nurizzman, dalam skripsinya yang berjudul ”Penegakan 

Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 

Tahun 2009 di Kabupaten Bantul.”
20

  Menjelasskan pada intinya 

bahwa studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi objektif 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu Legislatif di 

Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Data 

penelitian dikumpulkan dengan dengan cara studi dokumen atau 

pustaka peraturan perundang-undangan dan wawancara kepada pihak-

pihak terkait diantaranya anggota panwaslu, penyidik polres 

Kabupaten Bantul, jaksa di Kejaksanaan Negeri Bantul, Hakim 

Pengadilan Negeri Bantul, dan pakar hukum pidana dan ahli hukum 

tindak pidana Pemilu. Faktor penghambat penegakan hukumnya 

adalah karena batasan waktu yang relatif singkat, sulitnya mencari 

                                                           
20

 Raaiz Nurizzman, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 

(Pemilu) Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul,” Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, 2010). 
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saksi dalam tindak pidana pemilu, partisipasi masyarakat untuk 

menjadi pengawas dan saksi terhadap pelanggaran tindak pidana 

Pemilu Legislatif sangat rendah. Ia lebih menitikberatkan pada proses 

pemidanaan dalam pelanggaran pemilu Legislatif tahun 2009 di 

Kabupaten Bantul, namun penyusun lebih kepada pelanggaran secara 

umum meliputi pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidaana 

pemilu, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran yang bukan 

merupakan pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana 

pemilu dan pelanggaran kode etik.
21

  

Denny Prasetya, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan 

Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul 

Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009.”
22

 Menjelaskan bahwa 

penyusun ingin mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan panitia 

pengawas pemilu kabupaten Bantul dalam pemilihan legislatif tahun 

2009 dan hambatan yang dihadapi panwaslu kabupaten Bantul. Dalam 

kesimpulannya menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan 

kewenangan panwaslu kabupaten bantul dalam pemilu legislatif 2009 

sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

pengawasan terhadap tahap-tahap pemilihan umum mulai dari 

penetapan DPT sampai proses penetapan hasil pemilu. Dalam 

                                                           
21

 Laporan Panwaslu terhadap Pemilukada tahun 2013 di Kabupaten Temanggung, hlm. 

12. 

 
22

 Deny Prasetya, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu 

Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009,” Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, 2010). 
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skrisinya saudara menitik beratkan pada pemilihan calon legislatif 

dengan landasan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada penelitian terhadap 

pemilihan umum kepala daerah yang berlandaskan pada Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintah Daerah. Sehingga akan menghasilkan penelitian 

yang berbeda. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Negara Hukum 

Perkembangan teori negara hukum merupakan produk 

sejarah, disebabkan karena rumusan atau pengertian negara hukum 

berkembang telah mengikuti perkembangan umat manusia. Secara 

sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang 

didasarkan pada hukum. Artinya kekuasaan negara tersebut 

didasarkan dan dibatasi oleh hukum. Kekuasaan negara itu ditaati 

oleh rakyatnya karena dilandasi hukum.
23

 

Pengertian Indonesia sebagai negara hukum dapat dikaji 

dalam penjelasan UUD RI 1945, dalam perubahan UUD 1945 

Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia 

                                                           
23

 Idrus Affandi, Tata Negara, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 1998).  hlm. 82. 
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adalah negara hukum.” Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa 

setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk 

harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini 

untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi 

kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun 

penduduk.
24

  

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum 

merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Di zaman 

modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, 

Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah 

Jerman, yaitu „rechtsstaat‟.
25

 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara 

Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule 

of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang 

disebutnya dengan istilah „rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen 

penting, yaitu:
26

 

1. Perlindungan hak asasi manusia 

2. Pembagian kekuasaan 

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.   

                                                           
24

 Ni‟matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII 

Press, 2007), hlm. 61-62. 

 
25

 Padmo Wahjono, Ilmu Negara Suatu Sistematik ….., hlm.30. 

 
26

Ibid. 
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4. Peradilan Tata Usaha Negara 

Ciri-ciri di atas menunjukan bahwa ide sentral rechtsstaat 

adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. 

Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan 

konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya 

pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan 

dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan 

kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan 

persamaan.
27

 

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri 

penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan 

istilah “The Rule of Law”, yaitu:
28

 

1. Supremacy of Law, supremasi hukum untuk menentang 

pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 

kesewenangan-wenangan, prerogatif atau discretionary 

authority yang luas dari pemerintah. 

2. Equality before the law, persamaan di hadapan hukum atau 

penundukan yang sama dari semua golongan kepada 

ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary 

court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas 

hukum; tidak ada peradilan administrasi Negara. 

                                                           
27

Ibid. 

  
28

Ibid., hlm.72. 
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3. Due Process of Law, melalui proses hukum; ini berarti 

setiap yang dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi 

merupakan konsekuensi dari hak-hak individu untuk 

menjamin kepastian hukum. 

Keempat prinsip „rechtsstaat‟ yang dikembangkan oleh 

Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan 

dengan ketiga prinsip „Rule of Law‟ yang dikembangkan oleh A.V. 

Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman 

sekarang.
29

 

Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus dibuat 

jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan 

menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip 

supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya 

berasal dari kedaulatan rakyat (demokratische rechsstaat). Hukum 

tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan 

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip Negara 

hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip 

demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena 

itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan 

rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang 

                                                           
29

Ibid. 

 



19 
 

 
 

diimbangi penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang 

berkedaulatan atau demokratis.
30

 

 

2. Teori Pengawasan 

Agar pemilu dapat berjalan demokratis dan menjamin 

terlaksananya asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas 

dan rahasia tentu saja tidak semudah yang direncanakan lebih dari 

itu pemilu memerlukan sebuah pengawasan. Penjelasan lebih detail 

tentang pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul 

Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu adalah:
31

 

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan 

sesuai prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. 

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 

kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga 

dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta 

mencegah pengulangan kegiatan yang salah. 

                                                           
30

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 57. 
31

 Victor M Situmorang dan Jusuf Juhrif, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 23. 
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4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien 

dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan 

lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. 

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini 

mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses 

pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau 

bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.
32

  

Adapun Fungsi pengawasan untuk Pemilukada adalah untuk:  

a. menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan 

hasil Pemilu Kada;  

b. mewujudkan Pemilu Kada yang demokratis; dan 

c.  memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, 

serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh. 
33

 

Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pengawasan yang 

dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keadilan, 

kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat. 

                                                           
32

 Http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html. Akses pada 

tanggal 14 Maret 2014 pukul 09.45 WIB. 

 
33

 Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilu Kepala 

Daerah. 
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3. Teori Pemerintahan Daerah 

Pemilukada diperkenalkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai Pemilihan 

umum kepala daerah terdapat pada pasal 56 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Mekanisme ini dipilih sebagai langkah koreksional pembentuk 

undang-undang terhadap mekanisme demokrasi perwakilan yang 

diterapkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, di mana kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Konsep ini 

telah mendekati pada makna demokratis sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 

Pemilukada ini dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu 

yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah 

terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, 

partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi 

politis. Atas dasar itu, pemilukada diharapkan akan menghasilkan 

figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang 

akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.
34

  

                                                           
34

 Achmad Dodi Haryadi, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada Di Indonesia, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2012), hlm . 7. 
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Dalam hal pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dapat melalui tiga metode yakni:
35

 

a. Partai atau gabungan partai yang memperoleh kursi di 

DPRD. 

b. Gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD. 

c. Calon perseorangan yang mendapat sejumlah dukungan dari 

pemilih atau pasangan calon yang tidak diajukan oleh partai 

politik. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap 

penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Kabupaten Temanggung tahun 2013. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena 

sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.
36

 Metode deskriptif 

bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang 

                                                           
35

 Ibid., 190. 
36

 Koencoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19. 
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terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan 

yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian 

dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam 

memecahkan permasalahan.
37

  

Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud 

untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penulisan skripsi ini. Sedangkan analisis dalam menghubungkan 

dan memberi makna tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga diharapkan pada 

akhir kegiatan dapat memecakan permasalahan yang ada.  

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis-normatif atau disebut juga penelitian hukum 

doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 

pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.
38

 

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan pada penelitian 

hukum ini karena yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukum 

yang mengatur tentang tugas dan wewenang Panitia Pengawas 

Pemilu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Temanggung. 

                                                           
37

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 7. 
38

 Bambang Waluyo, Penelitian dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 31. 



24 
 

 
 

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain.  

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dengan:
39

 Wawancara, yaitu wawancara secara langsung 

dengan anggota  Panwaslu Kabupaten Temanggung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah literatur menulis tentang teori-

teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai 

landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder ini 

diperoleh dengan studi pustaka dan diperlukan untuk lebih 

melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di 

lapangan, yang meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer (Primary of Source) 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

terdiri dari aturan-aturan hukum normatif, baik yang 

                                                           
39

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1986), hlm. 17. 
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dikeluarkan oleh pemerintah maupun KPU, dalam hal 

ini adalah:
40

 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

perubahan kedua Undang-UUndang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu 

d. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

e. Peraturan KPU mengenai Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

f. Peraturan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah. 

2) Bahan Hukum Sekunder (secondary of source) 

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang 

menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-

hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan 

yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang 

bersifat teoritis. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari: 

                                                           
40

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), hlm. 141. 
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a. Literatur yang membahas mengenai Pelaksanaan 

Pemilukada. 

b. Literatur yang membahas mengenai 

permasalahan dalam Pelaksanaan Pemilukada.  

 

3) Bahan Hukum Tersier (tertiary of source) 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum premier dan sekunder seperti kamus 

hukum, dan ensiklopedi, internet,, dan surat kabar. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Pencarian data primer, yang dieroleh dari lapangan 

dlakukan dengan beberapa cara yaitu: 

1) Wawancara 

Wawancara atau interview yaitu proses tanya 

jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara fisik. Dalam proses interview 

terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi 

atau penanya atau disebut interviewer sedang pihak 

yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau 
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informan atau responden.
41

 Pada penelitian yang 

dilakukan ini penyusun berkedudukan sebagai 

interviewer dan responden adalah anggota dari 

Panwaslu Kabupaten Temanggung yakni Bapak 

Samveri Baehaqi selaku Divisi Penanganan 

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. 

Teknik wawancara yang dipakai adalah 

bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan 

dengan menggunakan interview guide yang berupa 

catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, 

sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya 

variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi ketika interview dilakukan.
42

 

2) Observasi 

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan 

sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian 

untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengawasan pemilukada di kabupaten Temanggung 

oleh Panwaslu tahun 2013. 

 

                                                           
41

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm. 71. 
42
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3) Dokumentasi 

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap 

dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait 

dengan permasalahan yang diangkat.
43

 Dalam hal ini 

yang terkait dengan pengawasan oleh panitia pengawas 

pemilu berupa dokumen pelanggaran dan Laporan hasil 

Pengawasan Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten 

Temanggung. 

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan 

yang bersumber pada kepustakaan dan arsip. 

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier, berupa peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, artikel, surat kabar/ majalah, 

ensiklopedia dan kamus. 

2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang 

biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip. 

 

6. Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis, 

yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan 

                                                           
43

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet Ke-3 (Jakarta: UI Pres, 1986), 

hlm. 21. 
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maupun tulisan, dan perilaku nyata yang dipelajari secara utuh.
44

 

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian 

kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisis secara 

sistematis. 

Hasil dari penelitian kepustakaan digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Tujuan analisis 

adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan 

pengawasan pemilukada Kabupaten Temanggung oleh Panitia 

Pengawas Pemilu Tahun 2013. 

 

 

G. Sistematika pembahasan 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan teoritik tentang pengawasan 

pemilukada dalam konsep negara hukum. Di dalam bab ini akan 

dibahas mengenai selayang pandang Negara Hukum yang di dalamnya 

terdapat sub bab yang membahas pengertian dan sejarah 

perkembangan konsep Negara Hukum. Kemudian menjelaskan 

mengenai Pemilukada dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yang 

                                                           
44
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di dalamnya terdapat sub bab yang membahas Pengertian, asas-asas, 

calon Peserta kepala daerah dan Pemilukada menurut tata peraturan 

perundang-undangan. Pada sub selanjutnya dibahas mengenai 

Pengawasan yang didalamnya menjelaskan terkait pengertian,  tugas 

dan kewenangan serta penyelenggara Pemilukada yakni Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Bab ketiga, berisi tentang struktur organisasi Panwaslu, dan 

tugas dan kewajiban Panwaslu. Dalam bab ini membahas mengenai 

keanggotaan dan sussunan kinerja Panwaslu dalam proses 

pengawasan Pemilukada Kabupaten Temanggung tahun 2013, dan 

selanjutnya dibahas mengenai tugas dan kewenangan Panwaslu. 

Bab keempat, menguraikan tentang analisa pelaksaanaan 

pengawasan pemilukada di kabupaten Temanggung oleh panwaslu 

tahun 2013.  Di dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana proses 

pelaksanaan pengawasan Pemilukada oleh Panwaslu kemudian akan 

dijelaskan kinerja proses penanganan pelanggaran yang terjadi pada 

sebelum dan sesudah tahap pemungutan suara. Dari kedua hal tersebut 

akan dapat disinergikan kewenangan Panwaslu dalam pengawasan 

Pemilukada Kabupaten Temanggung tahun 2013. 

Bab kelima, sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran 

hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab 

pendahuluan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip negara demokrasi dan 

mencerminkan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah 

dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten 

Temanggung Tahun 2013 yang dipilih langsung oleh rakyat seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini telah diatur 

dalam beberapa peraturan. Namun dalam kenyataan dilapangan, 

pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Temanggung belum bisa bersih dan 

masih ada indikasi berupa pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi adalah 

pelanggaran jenis Administrasi. Pelanggaran administrasi adalah 

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan 

merupakan ketentuan Pidana Pemilu, maupun terhadap ketentuan lain 

yang diatur dalam peraturan KPU. 

Implementasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala 

daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 

2013, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku dan dilaksanakan secara demokratis dengan pelaksanaan 

pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. 

Panwaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan 

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Temanggung telah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

namun dalam pelaksanaan tugasnya, Panwaslu Kabupaten Temanggung 

mengalami beberapa hambatan, diantaranya adalah Panwaslu dalam 

peraturan perundang-undangan hanya mempunyai kewenangan untuk 

rekomendasi, tidak untuk menjalankan eksekusi langsung, Panwaslu 

sebagai pengawas langsung di lapangan, seyogyanya memiliki 

kewenangan untuk mengeksekusi langsung agar ketika ada pelanggaran 

dapat langsung ditindaklanjuti. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan 

panwaslu kurangnya kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

KPU bersama Panwaslu adalah sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, 

seharusnya dapat bekerja sama untuk mensukeskan pemilukada yang 

demokratis, kurangnya keterbukaan KPU kepada Panwaslu Kabupaten 

Temangggung dapat menghambat kelancaran dalam proses pengawasan. 

Jumlah anggota Panwaslu yang semakin sedikit yakni panwaslu di 

daerah berjumlah 3 orang. Kondisi ini sungguh memberatkan, khususnya 

di level daerah. Panwaslu daerah merasa cukup berat menjalankan tugas 

yang sesungguhnya memang berat, apalagi hanya dengan jumlah 3 orang. 

Idealnya, komposisi Panwaslu di daerah tetap dengan jumlah 5 orang. 
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B. Saran-Saran 

1. Untuk regulasi hukum terkait pengaturan tugas dan kewenangan 

Panwaslu sebaiknya untuk diperbaiki, karena Panwaslu sebagai 

lembaga pengawas langsung di lapangan seharusnya dapat bertindak 

langsung untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi dan bukan 

hanya berwenang untuk merekomendasikan saja, supaya nanti untuk 

pemilu yang selanjutnya pelanggaran dapat diminimalisir. 

2. KPU (Komisi Pemilihan Umum) harusnya dapat lebih terbuka terkait 

informasi dan dapat bekerja sama kepada Panwaslu, karena KPU dan 

Panwaslu adalah sama-sama lembaga penyelenggara Pemilu. 

3. Untuk Pemerintah lebih memperhatikan anggaran untuk kebutuhan 

Panwaslu, karena panwaslu masih minimnya anggaran dana ini dapat 

mengakibatkan terhambatnya kegiatan. Kemudian untuk fasilitas dan 

tempat yang memadai bagi Panwaslu. 

4. Untuk pengawas agar untuk menambah jumlah personil pada setiap 

daerah.  
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